
 
 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 59 TAHUN  2010 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 5 (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, 
perlu dilakukan  penyempurnaan terhadap pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan di daerah dengan menggunakan mekanisme 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  b.  bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di 
daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

    
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

  2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5132); 

  9.  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 
4503); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 317); 
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  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 tentang 
Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 
Anggaran 2010; 

    
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 
2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA 
ALOKASI KHUSUS DI DAERAH. 

   
Pasal I 

 
  Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 
Daerah diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:  

   
Pasal 33 

 
 (1) Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 

yang dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah/transfer sebelum 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 mengikuti 
ketentuan sebagai berikut: 
a. PPKD yang belum menyalurkan dana ke masing-masing rekening 

sekolah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja hibah/transfer di 
PPKD ke belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan; 
dan 

b. PPKD yang sudah menyalurkan dana ke masing-masing rekening 
sekolah tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2010 
berakhir. 

 (2) Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 
dan seterusnya dianggarkan melalui mekanisme belanja langsung per 
kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan dan mengikuti mekanisme 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 (3) Sisa DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang belum 
disalurkan pemerintah ke daerah akan disalurkan paling lambat tanggal 
28 Desember 2010 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 (4) Dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pendidikan pada kas daerah saat 
tahun anggaran 2010 berakhir, maka sisa DAK tahun anggaran 2010 
digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada 
Tahun Anggaran 2011. 

 (5) Pelaksanaan sisa DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 yang 
dilaksanakan tahun  anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) mengacu pada petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 
Anggaran 2010.  

 (6) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan sisa DAK 
Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 
 

 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik 
Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 03 Desember 2010 
 
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
  
GAMAWAN FAUZI  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 08 Desember 2010 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
  
PATRIALIS AKBAR  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 594 
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